BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR @ TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Menimbang

Mengingat

PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa yang profesional, penuh integritas dan
senantiasa menjaga citra, martabat dan kehormatan
institusi dengan mengedepankan etika pengadaan
untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa yang
mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan, maka
dipandang perlu menyusun kode etik. pengelola
pengadaan barang/jasa.

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Buleleng Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa - Pada Bagian Layanan

Pengadaan;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotiéme (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); .

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Repﬁblik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51395);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan - Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN

BARANG/JASA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN.




BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

ul

10.

11.

12,

Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng,.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten
Buleleng.

Bupati adalah Bupati Buleleng.

Sekretariall Daerah adalah  Sckretariat Daerah
Kabupaten Buleleng.

Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten
Buleleng.

Satuan Kerja Perangkat Dacrah yvang sclanjutnyva
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Dacrah
Kabupaten Buleleng.

Layanan Pengadaan Sccara Elektronik yang selanjutnya
disingkat LPSE adalah Layanan Pengadaan Sccara
Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah Pejabat Pengguna Anggaran pada SKPD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang sclanjuinya disingkat

'KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat

PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada SKPD.

Penyelenggara Pelayanan Pengadaan  Barang/Jasa

adalah : o

a. Pejabat Struktural Bagian Layanan Pengadaan
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;

b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan

¢. Pejabat fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa. |

Bagian Layanan Pengadaan  Sckretariat  Daerah

Kabupaten Buleleng yang sclanjutnya dischut Bagian

Layanan Pengadaan adalah Bagian Layanan Pengadaan




13.

14.

16.

17-

18.

1'5.

20.

Sekretariat Daerah Kabupal.en Buleleng yang bertugas
melaksanakan pelayanan pengadéan barang/jasa.
Kelompok Kerja Pengadaan yang sa:lanjL.nLhya disebut
Pokja adalah tim yang terdiri atas Pengelola Pengadaan
atau Pcjabat Fungsional F’f(.:nf._’,&:]ulu Pengadaan  yang
bertindak scbagai panitia pengadaan yang bertugas
untuk melaksanakan pemilihan penvedia barang/jasa.
Lembaga Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa vang
selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah
yang bertugas mengembangkan dan merumuskan
kebijakan pengadaan  barang/jasa sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun
2007 tentang  Lembaga Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintéh.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah vang selanjutnyva
disebut Pengadaan Barang Jasa/Jasa adalah kegiatan
untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD vang
proscsnya dimulai dart perencanaan kebutuhan sampai
disclesaikannva scluruh kegintan  untuk memperoleh
barang/jasa.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang

perorangan yang memiliki kualilikasi untuk
menvediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa

konsultasi/jasa lainnya.

Barang adalah sctiap benda baik yang berwujud
maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak
bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanlaatkan pengguna barang.
Pekerjaan Konstruksi adalah scluruh pekerjaan vang
berhubungan dengan pekerjaan konstruksi pengguna
atau pembuatan wujud fisik-lainnya.

Jasa konsultansi adatah jasa layanan prolesional yang
membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah  pikir
(brainware).

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan

kemampuan tertentu vang mengutamakan




21.

29-

23.

(2)

keterampilan (skillware) dalam sualu sysitem lata kelola
yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
penyediaan jasa selain jasa’ konsultansi, pclaksanaan
pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen vang ditetapkan
olech Pokja/Pejabal Pengadaan yvang memual informasi
dan ketentuan vang harus ditaal olch para pihak
dalam proses pengadaan bharang/jusa.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang sclanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK
dengan Penyedia Barang/Jasa atau ' pelaksana
swakclola.

Kode Etik Penyelenggaraan Pclayanan . Pengadaan
Barang/Jasa yang sclanjutnya disebut Kode Euk
adalah norma perilaku Pejabat  Struktural, Pejabat
Fungsional Pengelola Pengadaan  Barang/Jasa  dan
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB 1l
PRINSIP PENGADAAN BARANG /JASA

Pasal 2
Pengadaan Barang/jasa menerapkan prinsip sebagal
berikut :

a. elisien;

b. eflektif;
c. transparan,
d. terbuka;

e. bersaing;

. adil/tidak diskriminatil; dan

g. akuntabel

Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah :

a. cfisien mempunval  makna  bahwa pengadaan
barang/jasa harus diusahakan dengan

menggunakan dana dan daya vang minimum uniuk




mencapal kualitas dan sasaran dalam wakiu yang
ditctapkan atau menggunakan dana yang telah
ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran
dengan kualitas vang maksimum;

cfektil  mempunyal  makine  babiwe pengadaan
barang/jasa harus scsuai dengan kebutuhan dan
sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan
manfaat yang schesar-besarnya,

transparan mempunyai makna bahwa “ketentuan
dan informasi pengadaan barang/ja‘sa bersilat jelas
dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa yang
berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
terbuka mempunyai makna bahwa pengadaan
barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyvedia
barang/jasa yang memenuhi  persyaratan atau
kriteria  tertentu  berdasarkan  ketentuan  dan
prosedur yang jelas;

bersaing mempunyai makna bahwa pengadaan
barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan
yang schat diantara sebanvak mungkin penyedia
barang/jasa yang sctara dan memenuhi persyaratan
schingga dapat dipcroleh bar;m.g/j‘usa vang
ditawarkan secara kompetitil dan (idak ada
intervenst yang mengganggul lereiptanya’ mekanisme
pasar dalam pengadaan barang/jasa;

adil/tidak diskriminatil mempunyai makna bahwa
memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon
penycdia barang/jasa dan tidak mengarah untuk
memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan
tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
akuntebel mempunyai makna bahwa harus sesual
dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan
pengadaan barang/jasa sehingga dapat

dipertanggungjawabkan.




(1)

BAB 111
KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik bertujuan scbagai pedoman profesional
individu pejabat struktural, pengelola pengadaan
barang/jasa dan  pcjabat I'ungsionél ' pengelola
pengadaan barang/jasa yvang bertangeungjawab dalam
melaksanakan tugas dan keglatan pengadaan barang
dan jasa yang melipull perencanaan, analisis, penilaian,
evaluasi, pengambil keputausan, jasa pendampingan,
jasa konsultasi dan jasa lain yang terkail.

Prinsip Dasar Kode Etik schagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk menegakkan integritas, kehormatan dan

martabat profesi pengadaan barang/jasa dengan
melaksanakan antara lain:

a. menggunakan pengetahuan dan  keterampilan
untuk meningkatkan kemampuan dan
profesionalisme sumber daya manusia;

b. bersikap jujur dan adil serta tidak .memihak dalam
meclayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien dan
masyarakat scara taal asas; dan '

c. berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan
martabat prolesi ahli pengadaan.

Etika Dasar Kode Etik scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain:

a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta
perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan
keputusan  sceara terbuka, transparan, efisien,
efektif, tidak diskriminatil, persaingan sehat,
akuntabel dan kredibel untuk kepentingan dan
kesejahteraan masyarakat;

b. melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa sesual
peraturan, kaidah, kompetensi dan kewenangan;

c. memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan

publik secara objektil, jujur, akuntabel dan kredibel;




d. bekerja untuk pemerintah dacrah, pemberi kerja,
klien dan masyarakat sccara prolessional, patuh
dan taat asas scrta  menghindari konllik

kepentingan,;

¢, membangun reputasi profesional pejabat struktural,

pengelola  pengadaan  barang/jasu dan  pejabat
fungsional pengelola barang/jasa berdasarkan
prestasi dan bersaing secara adil dan schat;dan

[, mencgakkan kchormatan, integritas dan martabat
profesi pejabat struktural, pengelola  pengadaan
barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola
pengadaan barang/jasa  serta tidak kompromi

terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 4

Sesuai  dengan  prinsip  pengadaan barang/jasa

sebagaimana dimaksud  dalam Pusal. 2, sctiap

penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa harus
taat pada kode ctik schagai berikut : '

a. melaksanakan tugas sccara tlertib, disertai rasa
tanggung jawab  uniuk mencapal  sasaran,
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan
pengadaan barang/jasa;

b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta
menjaga kerahasiaan dokumen  pengacaan vang
menurut  sifatnya harus dirahasiakan  untuk
mencegah terjadinya penvimpangan dalam
| pengadaan barang!jasz‘\;'

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun
tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan
tidak schat;

d. mencrima dan bertanggung jawab atas  scgala
keputusan yang ditetapkan  sesual  dengan

kesepakatan tertulis para pihak;

e

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan

kepentingan para pihak vang terkait, haik sccars




langsung maupun tidak langsung dalam proses
pengadaan barang/ J asil;

f. menghindari  dan mcnccgah pemborosan  dan
kebocoran keuangan negara dalam 'pcngéxdmm
barang/jasa;

g. menghindari  dan mencegah  penvalahgunaan
wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk
kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang
sccara langsung atau tidak langsung merugikan
Negara,

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau  tdak
menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,
imbalan, rabat dan berupa apa saja darl wlau
kepada siapapun yvang diketahui ateu patut diduga
berkaitan dengan p.cngadaan barang/jasg;

i. cermat;

j. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;

k. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang
wajib dirahasiakan dengan peraturan perundang-
undangan;

. terbuka dan mengambil langkah yvang tepat untuk
menghindari benturan kepentingall,

m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan
dan/atau kewenangan yang dimiliki;

n. tidak menyimpang dari proscdur;

o. proaktil; dan ‘

p. tanggap/responsif.

Setiap pejabat  struktural, pengelola pengadaan

barang/jasa dan  pejabat fungsional  pengelola

pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan wugas
masing-masing dilarang :

a. mengharapkan, meminta  dan/atau menerima
imbalan  dalam  bentuk  apapun  dari  penyedia
barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung
maupun tidak langsung atau perusahaan  yvang

mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;




d;

7

memberikan fakta, data dan informasi yang tidak
benar dan/atau scgala scsuatu yvang belum past
atau diputuskan;

melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau
pembicaraan dengan pc:.r:_vcdia barang/jasa, kuasa
atau  wakilnya buaik langsung maupun tidak
langsung atau perusahaan yang membunyai afiliasi
dengan penyedia barang/jasa di luar kantor baik
dalam jam kerja maupun di luar jam kerje
menggunakan  fasilitas/sarana kantor untuk
kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
melaksanakan proses pemilihan penyedia
barang/jasa yang diskriminatif/pilih Rallslih;
mengadakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan
pihak SKPD dalam pelaksanaan = pengadaan
barang/jasa; dan

mengucapkan perkataan yang tidak clis dan bersifat
melecchkan kepada penyedia barang/jusa, kuasa
atau wakilnya baik langsung maupun tidak
langsung atau perusahaan yang mempunyal aliliasi

dengan penvedia barang/jasa atau masyarakat.

Dikecualikan dari ketentuan pada ayal (2) hurul ¢,

apabila terdapat kunjungan :

a. ke tempat/kedudukan penyedia barang/jasa dalam

rangka klarifikasi penawaran atau pembuktian yang
dilakukan dalam proscs  pemilihan  penyedia
barang/jasa;

ke tempat/kedudukan workshop. penyedia
barang/jasa;

ke tempat/kedudukan dalam rangka penanganan
kasus pengadaan barang/jasa;

ke tempat/kedudukan yang disyaratkan sccara jelas

dalam kontrak pengadaan barang/jasa.




BAB IV
KOMITE ETIK
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab
Paragrafl 1

Kedudukan

Pasal 5
Komite Etik bersifat adhoc secbagai komite pengawas
perilaku pejabat struktural, pengelola pengadaan
barang/jasa dan pejabat fungsional pc—:ngelola pengadaan
barang/jasa berkedudukan di bawah dan’ bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sckretaris Dacrah.

Paragral 2

Tugas

Pasal &
Komite ctik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
perilaku pejabat struktural, pengelola pengadaan
barang/jasa dan pejabat fungsional pengclola pengadaan
barang/jasa berdasarkan kode clik scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Paragral 3

Kewenangan

Pasal 7
(1) Untuk melcksanakan tugas schagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Komite Etik Der\\'c‘hang d
a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap
perilaku pejabat struktural, pengelola pengadaan
barang/jasa dan pecjabat fungsional pengelola
pengadaan barang/jasa pengelola pengadaan cdan

pcejabat fungsional pengelola pengadaan;




b

menerima  pengaduan/keluhan  dari . penyedia
barang/jasa, Bagian Layanan Pengadaan dan
jajarannya, SKPD tcknis dan/atau masyvarakal;
mengumpulkan dan/atau mencari tahu lakia, data
dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan
yang diterima;

mengolah dan/atau menganalisa
pengaduan/keluhan yang diterima;

melaksanakan  pemanggilan  terhadap pejabat
struktural, pengclola pengadaan barang/jasa dan
pejabal [ungsional pengelola pengadaan burang/ jasa
dan pihak terkait scperti pelapor dan saksi;
melaksanakan pemeriksaan aLas
pengaduan/keluhan yang diterima;

menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode otk
olech pcjabat  struktural, pengelola  pengadaan
barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola
pengadaan barang/jasa baik vang dilaporkan olch
penyedia barang/jasa, kuasa atau \i'akih'l_\'u baik
langsung maupun tidak langsung atau perusahaan
yang mempunyai aliliasi dengan penyedia
barang/jasa atau  masyarakal dan/atau  vang
dipertanyakan oleh pejabat struktural, pengelola
pengadaan barang/jasa dan pejabat lungsional
pengelola pengadaan barang/jasa. -
mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran
kode ectik yang dilakukan oleh pejabat struktural,
pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat
fungsional pengelola pengadaan barang/jasa untuk
ditetapkan oleh Bupali atau pejabal yang diberikan
kewenangan untuk memberikan  hukuman bagi
pejabat struktural, pengelola pengadaan
barang/jasa dan pcjabat fungsional pengelola
pengaduan barang/jasa pengadann; dan

melaporkan tugas, kewcenangan dan tlanggung

jawabnya kepada Bupati-melalui Sekretaris Daerah.




(2) Laporan Komite etik kepada Bupati mengenai orang
pribadi  pejabat struktural, pengelola pengadaan
barang/jasa dan  pcjabat fungsional  pengelola

pengadaan barang/jasa bersifal rahasia.

Paragral 4

Tanggung Jawab

Pasal 8

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sehagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Komite Etik

bertanggung jawab atas :

a. terlaksananya pengawasan perilaku pejabat struktural,
pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabal fungsional
pengelola pengadaan barang/jasa berdasarkan prinsip
dan kode ctik scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 3;

b. terlaksananya pencrapan  kode ctik  schagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 puda sctiap |'){"!'ril\:>§%l!'lilill'l tugns
seluruh  pejabat  struktural, pengelola  pengadaan
barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan
barang/jasa; dan

c. terwyjudnya transparasi dan, akuntabilitas penyelesaian
pengaduan atas perilaku pejabat struktural, pengelola
pengadaan barang/jasa dan pcjabat fungsional pengelola
pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua

I

Susunan

Pasal Y
(1) Komite Etik terdiri dari 7 (Tujuh) orang dengan susunan
keanggotaan sebagai berikul :
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggola dijabat
secara ex-officio  oleh Asisten  Administrasi

Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah




yang mengoordinasikan fungsi penunjang urusan
pemerintah di bidang keuangan Sekretaris Daerah;

h. 1 (satu) orang Sckrelaris mcrungkup‘;-mgglmn dijabat
oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan; dan

¢c. 5 (Lima) orang anggota, yang terdiri dari :

1. Unsur Bagian Hukum

2 Unsur Badan Kepegawaian Dacrah; dan
3. Unsur Bagian ()rganisu.si.

4. Unsur APIP.

5. Unsur Bagian Layanan Pengadaan

Bagian Ketiga

Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10
Masa tugas Komite Etik selama 3 (liga) tahun dan dapat

ditunjuk kembali pada masa periode berikutnya.

Pasal 11
Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Etik ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12
Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Etik diusulkan
oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan sclaku Sckretaris

Komite Etik.

Pasal 13
Anggota Komitc Etik diberhentikan apabila :
a. memasuki usia pensiun,
b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
c. habis masa tugas;
d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
¢c. meninggal dunia; dan

. menjadi tersangka atau terdakwia e terpidana,




BAB V
PEMERIKSAN DAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu

Pemeriksaan Altas Dasar Pengaduan

Pasal 14

Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat,

laporan SKPD teknis, media masa dan/atau pihak lain

di luar Bagian Layanan Pengadaan dilakukan dengan

mekanisme sebagai berikut :

a.

8

Sekretariat Komite Etik menvusun telaahan atas
pengaduan yang diterima dan menyumpaikannya
kepada Ketua Komite Etik;

Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik
vang dipersiapkan olch  Sckretariat untuk
membahas pengaduan;

rapat Komite Etik membahas dan membuat
kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak
lavak ditindaklanjuti dengan ].‘Ji:mvriksmm;

apabila tidak layak proses penangedandi pengaduan
dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang
patut kepada pihak pengadu;

apabila layak proses  penanganan pengaduan
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang
Komite Etik, dengan :

1. pemanggilan para pihak;

2. pengumpulan bukt;

3. pemeriksaan bukti.

sesuai dengan hasil pemeriksaan dan. bukti-bukti
yang ada Komite Etik memutuskan dan menctapkan
ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik;
apabila diputuskan dan ditctapkan bahwa telah
terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka dalam
putusannya Komite Etik harus mencantumkan
sanksi vang diberikan kepada pejubat siruktural,
pengelola pengadaan barang/jasa alau pejabal

fungsional pengelola pengadaan barang/jasa;




h. keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Bupali
dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Sekretaris
Dacrah dan Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan Sekretariat Dacrah Kabupaten untuk
ambil keputusan; dan

i, Bupati atau menctapkan pembérian  saksi
berdasarkan Keputusan Komite Etik.

Qanksi sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul g,

dikenakan berdasarkan tingkat pclanggaran kode ctik

tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian

sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

Bagian Kedua -
Pemeriksaan Atas Dasar Temuan
Pasal 15

Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Komite

Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang

dibentuk oleh peraturan pm‘unc'lang-uruﬂﬁngan dengan

mekanisme scbagai berikut

a. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik
yang dipersiapkan olech Sckretariat untuk
membahas hasil temuan;

b. rapat Komite [Etik membahas dan membuat
kesimpulan apakah hasil temuan 1&1};'&1}(' atau tidak
layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;

c. apabila tidak layak diproses penanganan hasil
temuan dihentikan dan diberikan penjelasan terrulis
yang patut kepada pihak pengadu;

d. apabila layak diproses penanganan hasil temuan
ditindaklanjuti dengan  pemeriksaan olch sidang
Komite Etik, dengan :

1. pemanggilan para pihak;
2. pengumpulan bukti; dan

3. pemeriksaan bukti



e. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti
yang ada Komite Etik memutuskan dan menctapkan
atau tidak pelanggaran terhadap kode cuik.

. apabila diputuskan dan ditctapkan bahwa telah
terjadi pelanggaran terhadap kode cuik miad dalam
putusannya Komite Etik harus mencantumkan
sanksi yang diberikan kepada pejabal struktural,
pengelola  pengadaan  barang/jasa  atau pejabat
[ungsional pengelola pengadaan barang/jasa,

g. keputusan Komite Etik dilaporkan képada Bupati,
Wakil Bupati, Sckretaris Daerah dan Asisten
Administrasi  Perckonomian  dan  Pembangunan
Sekrelariat  Dacrah  Kabupaten untuk  diambil
keputusan; dan

h. Bupati atau pejabat }'eing ditunjuk menctapkan
pemberian  sanksi  berdasarkan  putusan lkomite

Etik.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul f,

dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran kode cuk
lidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian

sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

BAB VI
SANKSI

Pasal 16

Sanksi terhadap pelanggaran kode elik dapat berupa

a.

teguran tertulis;

mutasi dari Bagian Layanan Pengadaan;

penghentian Tunjangan Kinerja Daerah paling kurang 3
(tiga) bulan;

penurunan pangkat sctingkal lehih rendah; dan
pemberhentian darl jabatan struktural dan jabatan

fungsieonal.



BAB VI
SEKRETARIAT

Pasal 17
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite Etik
dibentuk Sekretariat bertempat di Bagian Layanan

- Pengadaan.

Pasul 18

Sekretariat Komite Etik mempunyaéal tugas ;

a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran
Komite Etik;

b. melaksanakan suratl menyurat Komite EUk;

c. melaksanakan persiapan rapat-rapat Komite Etik;
melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan
Komite Etik;

e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Komite Etik;

f. mempersiapkan putusan Komite Etik;

g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Komite
Etik:

h. menyvusun laporan Komite Etik; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Komite Etik.

Pasal 19
Surat Sekretariat ditandatangani oleh Kepala Bagian

Layanan Pengadaan selaku Sekretaris Komite Etik.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 20
Anggaran belanja Komitc ik dibebankan pada Anggaran
dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Bagian Layanan Pengadaan.




BADB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21
Kode etlik yang diatur dalam Pcraturan Bupatli ini berlaku
kepada scliap orang vang menjadi narasumber dan/alau

tenaga ahli di lingkup Bagian Layanan Pengadaan.

Pasal 22
Dalam rangka penegakan kode cotik hagl  seliap  pejabal
struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pcjabat
fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan/atau
narasumber dan/atau tenaga ahli berkewajiban
menyampaikan  kepada Komite Etika apabila  terjadi

pelanggaran dan/atau potensi pelanggaran kode ctik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUY

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku  pada tanggal
diundangkan.
Agar  sctiap  orang mengeltahuinyea, memarintalikan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Salin:n Sesuai Dengan Aslinya
epala Bagi
Rl Ragan e Ditctapkan di Singuraja
pada tanggal 1 pebruari 2018
BAGUS GEDE BERATA. SH_MH \BURSTL BULLELENG,
NIP. 19630218 198503 1 011 /}'

JUS SURADNYANA &-
Diundangkan di Singaraja
pada tanggal, 1 pebruari 2816

'y SEL&E’TAR[S DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2818 NOMOK 8



